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ABSTRAK 

Nama  : Sari Agustina Girsang 

NPM  : 2016200058 

Program Studi : Ilmu Hukum 

Judul : Ketentuan Rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-Undang tentang    

                          Narkotika yang Tidak diterapkan terhadap Pelaku 

                          Penyalahguna Narkotika di dalam Putusan- Putusan   

                          Pemidanaan 
 Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan penerapan rehabilitasi 

narkotika sesuai pasal 54 Undang- Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika 

didalam putusan-putusan pemidanaan. Dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Namun dalam praktiknya rehabilitasi narkotika sering tidak dilakukan ataupun tidak 

diterapkan bahkan tidak ditentukan waktu pelaksanaan rehabilitasi narkotika.  

 Penelitian ini ditujukan untuk memahami dan mengkaji dasar pertimbangan 

hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang 

diberikan pidana penjara namun tidak diberikan tindakan rehabilitasi. Selain itu 

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur rehabilitasi bagi pecandu 

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika juga tidak diatur mengenai waktu 

dikenakannya rehabilitasi, apakah itu sebelum sidang atau sesudah sidang. 

 Oleh karena itu, permasalahan yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah 

alasan tidak diterapkannya rehabilitasi, waktu pelaksanaan rehabilitasi dan kriteria 

bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang dapat 

memperoleh tindakan rehabilitasi, Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif yang dikembangkan dengan metode penelitian hukum empiris secara 

bersamaan serta didukung dengan bahan hukum sekunder, Bahan hukum yang 

dimaksud adalah salah satunya wawancara dengan narasumber. Hasil wawancara 

dengan Hakim-Hakim di Pengadilan Negeri Bandung, Bidang Rehabilitasi dan 

Layanan Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat, dan 

Yayasan Rehabilitasi Sekar Mawar 

 Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban 

atas permasalahan yang ada bahwa hakim yang menyatakan bahwa para terdakwa 

tindak pidana penyalahguna narkotika tidak dapat dikriteriakan sebagai pecandu 

sehingga hakim memutus untuk tidak memberikan putusan rehabilitasi dan 

menjatuhkan hukuman pidana penjara. Begitu juga dengan  kendala yang dialami 

dalam memberikan putusan rehabilitasi adalah biaya yang tinggi ditanggung oleh 

pemerintah, dan jauhnya letak tempat rehabilitasi serta penegak hukum (Polisi, Jaksa. 

Hakim) masih cenderung memberikan hukuman penjara daripada rehabilitasi. 

 

Kata kunci: Rehabilitasi Narkotika, Pecandu, Korban Penyalahguna Narkoti
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Permasalahan narkotika merupakan permasalahan global yang dihadapi 

semua negara di dunia, termasuk negara Indonesia, tentunya pada tingkat 

permasalahan yang berbeda-beda.1 Permasalahan narkotika ini menjadi semakin 

memprihatinkan dan perlu diwaspadai lebih ketat lagi. Dalam penanggulannya 

pemerintah negara Indonesia sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya 

pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mencari titik keseimbangan 

antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam 

mengatasi tindak pidana narkotika. 

 Narkotika pada mulanya hanya diperbolehkan sebagai obat atau bahan 

yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan 

ilmu pengetahuan. Apalagi dalam dunia medis narkotika sangat diperlukan karena 

keampuhannya menghilangkan rasa nyeri. Namun saat ini hampir semua kalangan 

menggunakannya tanpa pengendalian dan pengawasan. Sehingga menimbulkan 

dampak negatif.2 

 Narkotika dapat menimbulkan dampak negatif yaitu ketergantungan yang 

sangat merugikan karena mempengaruhi kesehatan tubuh baik secara fisik 

maupun psikologis. 3 Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang 

luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada 

waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk 

mengkonsumsi (biasa disebut sugest ). 

                                                 
1 Winjaya Andri,2015,” Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika 

Dengan Sistem Rehabilitasi” Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II, Nomor 1, hlm 74. 
2 https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/ diakses pada 5 

November  2019 
3 Muhammad Yamin , 2012, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia, 

hal. 163 

https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/
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 Maka dibuatlah aturan agar permasalahan narkotika tersebut tidak 

merajalela. Sehingga Narkotika hanya boleh digunakan dan/atau dimanfaatkan 

sepanjang penggunaan dan/atau pemanfaatannya itu hanya untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Hal ini berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor  35 Tahun 

2009 tentang Narkotika, bahwa  

“ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”  

 

 Pada saat ini jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah 

mencapai 4,2 juta jiwa.4 Untuk itu perlu langkah konkrit  untuk menekan  jumlah  

penyalahgunaan narkoba. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika dan 

penyalah guna yang diatur dalam: 

 Pasal 1 angka 13  

 “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau 

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, 

baik secara fisik maupun psikis.” 

 Pasal 1 angka 15  

 “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak 

 atau melawan  hukum.” 

 Dalam hal ini penyalahguna narkotika itu merupakan pengedar narkotika 

dan pemakai narkotika. Pengedar narkotika sudah pasti melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum. Namun pemakai tidak selalu diartikan sebagai 

penyalahguna narkotika. Dalam bidang medis dokter menggunakan bahan 

narkotika sebagai bahan untuk menghilangkan rasa nyeri terhadap pasien dan 

perbuatan ini bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang. 

Karena sesuai dengan makna dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika. 

                                                 
4https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4883/BNN+Ingatkan+50+Orang+Meninggal+Setia

p+Hari+karena+Narkoba/0/sorotan_media diakses pada 5 November  2019 

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4883/BNN+Ingatkan+50+Orang+Meninggal+Setiap+Hari+karena+Narkoba/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4883/BNN+Ingatkan+50+Orang+Meninggal+Setiap+Hari+karena+Narkoba/0/sorotan_media
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 Pemakai yang diartikan sebagai penyalahguna disini adalah orang yang 

menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun 

psikis untuk memenuhi rasa ketagihannya dan tidak dipergunakan untuk bidang 

kesehatan. 

 Permasalahan yang banyak terjadi adalah penyalahguna atau pecandu 

narkotika menggunakannya di luar kepentingan atau kebutuhan medis, bahkan 

terkadang melebihi dosis yang dapat diterima oleh tubuh sehingga menyebabkan 

overdosis.5 

 Dasar eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini diatur di 

dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009: 

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: 

a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;  

b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan Narkotika;  

c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan  

d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi 

Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. 

 Pentingnya rehabilitasi bagi pengguna  disebut secara jelas dalam Undang 

Undang Narkotika dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika yang 

menyebutkan salah satu tujuan dari Undang Undang Narkotika adalah menjamin  

pengaturan  upaya  tercapainya rehabilitasi  medis  dan  sosial bagi Penyalah Guna 

dan pecandu Narkotika. Tidak tercapainya tujuan tersebut yaitu memberi jaminan 

bagi rehabilitasi, sesungguhnya tidak terlepas dari pengaturan dalam Undang 

Undang Narkotika yang masih mengandalkan pendekatan kriminal walaupun 

secara tegas telah menyebutkan pentingnya perspektif kesehatan masyarakat yang 

sudah ada dalam perintah rehabilitasi.6 

 Terkait dengan peraturan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, penerapan yang ada dalam Undang Undang 

tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yuridis. Contohnya, beberapa ketentuan 

                                                 
5 Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakkyy A.S., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 10 
6 Winjaya Andri,2015,” Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika 

Dengan Sistem Rehabilitasi” Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol II, Nomor 1, hlm 75. 
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yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

yang bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia yang ada, tetapi tidak 

semua penyalahguna dijatuhi pidana penjara, ada pilihan lain yaitu rehabilitasi. 

Karena di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika diatur tentang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. 

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, 

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” 

 

Bila kita simpulkan bahwa seorang pecandu narkotika maupun seorang korban 

penyalahgunaan narkotika termasuk juga dalam kategori penyalahguna narkotika, 

karena baik pecandu dan korban sama-sama menggunakan narkotika tanpa hak 

atau melawan hukum. Dalam Undang-Undang Narkotika ini ada keistimewaan 

tersendiri bagi seorang korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika. 

Maka seorang korban penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika wajib 

dilakukan tindakan berupa rehabilitasi, tanpa terkecuali apakah masih dibawah 

umur maupun sudah cukup umur, wajib mengikuti rehabilitasi medis maupun 

rehabilitasi sosial. 

 Rehabilitasi merupakan pemulihan pada kedudukan semula atas proses 

pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu 

narkotika, narapidana, dan lain sebagainya dapat kembali melaksanakan fungsi 

sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.7 Didalam bukunya Hari Sasangka 

disebutkan bahwa Rehabilitasi ditujukan agar pemakai narkotika normal dalam 

arti bisa berdiri sendiri, mempertahankan kemampuan atau keahlian yang 

dimilikinya. Dengan kesibukan-kesibukan tersebut pemakai narkotika akan 

melupakan ketergantungan pada narkotika. Rehabilitasi dilakukan dengan 

pengobatan, penyuluhan, bimbingan dan ceramah. Dengan maksud agar 

penyalahguna narkotika sadar bahwa dirinya masih memiliki masa depan.8 

                                                 
7 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 2005, hlm 1186. 
8 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi 

Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 28 
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 Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini 

sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu 

aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi 

pelaku penyalahguna narkotika. Sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak ada 

perlakuan yang berbeda antar pengguna, pengedar, bandar  maupun produsen 

narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak 

pidana, namun di sisi lain juga merupakan korban. 

 Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya 

berfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan 

tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. 

Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap perlu untuk 

menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang. 

 Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari sanksi tindakan yang 

bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi 

adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang 

tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi 

bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan 

pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika 

 Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara 

narkotika masih belum efektif pelaksanaannya, kalau berdasarkan pasal 54 

tersebut. Sebagian besar pecandu narkotika  tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai 

yang disebutkan dalam Undang-Undang narkotika melainkan dijatuhi vonis 

penjara meskipun ketentuan Undang-Undang menjamin pengaturan upaya 

rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi 

penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam  praktiknya banyak kasus yang tidak 

diterapkan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkotika, baik sebelum 

dimulainya sidang sampai ia dihukum.  

 Undang-Undang mensyaratkan bahwa penyalahguna narkotika itu harus 

diberikan tindakan rehabilitasi, namun pada faktanya banyak kasus penyalahguna 

narkotika yang tidak diterapkan rehabilitasi tersebut. 
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Hal ini terlihat pada 5 putusan dibawah ini yang penulis temukan di web 

Mahkamah Agung: 

1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 788/Pid.Sus/2015/PN.BDG 

(Narkotika).  

2. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1275/Pid.Sus/2017/PN Bdg 

3. Pengadilan Negeri Bandung nomor 430/Pid.Sus/2016/PN.Bdg 

4. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 112 / Pid.Sus / 2018 / 

PN.Bdg.  

5. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 175/Pid.Sus/2016/PN.Mnd  

Hal yang melatarbelakanhagi penulisan ini bahwa terdapat pertentangan antara 

das sollen dengan das sein. Penerapan sanksi penyalahgunaan Narkotika tidak 

sesuai dengan  perangkat hukum yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Narkotika. Das sollen dalam penelitiannya membahas tentang penerapan 

rehabilitasi terhadap pelaku yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika 

berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Narkotika dan das sein dalam penelitian ini 
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dalam putusan putusan diatas. Pada putusan-putusan tersebut hakim memberi 

putusan kepada terdakwa dengan putusan pidana penjara karena terdakwa terbukti 

melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri  sesuai pasal 

127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun 

tidak diberikan tindakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sesuai 

dengan pasal 54 Undang-Undang Narkotika. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitan dengan judul “Ketentuan Rehabilitasi dalam Pasal 54 

Undang-Undang tentang Narkotika yang Tidak diterapkan terhadap Pelaku 

Penyalahguna Narkotika di dalam Putusan-Putusan Pemidanaan” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penulisan hukum ini adalah:  

1. Di dalam praktiknya Rehabilitasi Narkotika sering tidak dilakukan 

ataupun tidak diterapkan terhadap perkara penyalahguna narkotika dan 

itu menyalahi hukum tentang rehabilitasi bahkan tidak ditentukan 

waktu pelaksanaan rehabilitasi . Sehingga perlu dipertanyakan Apa 

yang menjadi alasan tidak diterapkannya pasal 54 Undang Undang 

Narkotika dalam putusan penyalahguna narkotika dan kapan waktu 

yang tepat dilaksanakannya rehabilitasi? 

2. Apa saja kriteria seseorang harus dijatuhi pasal 54 Undang Undang 

Narkotika, dikaitkan dengan banyaknya putusan yang hanya dijatuhi 

pidana penjara? 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apa alasan tidak diterapkan pasal 54 Undang 

Undang Narkotika dalam putusan penyalahguna narkotika.  

2. Untuk mengetahui kenapa penyalahguna narkotika lebih banyak 

dijatuhi pidana penjara, sebenarnya apa yang menjadi kriteria 
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seseorang dijatuhi pasal 54 Undang-Undang Narkotika agar ia 

direhabilitasi. 

3. Untuk mengetahui kapankah waktu diterapkannya tindakan 

rehabilitasi terhadap perkara penyalahguna narkotika, sebelum 

dimulainya sidang atau setelah sidang dilakukan. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Bertolak dari masalah dan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini 

diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan 

memahami terhadap permasalahan penerapan rehabilitasi narkotika dalam 

penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang 

dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan penelitian dalam aspek 

teoritis dan kegunaan penelitian dalam aspek praktis.  

1. Kegunaan Teoritis Sebagai upaya untuk memperdalam teori hukum pidana 

terkait penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. 

2. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah 

wawasan bagi para pembaca dan dijadikan bahan pertimbangan bagi 

praktisi hukum, para penegak hukum dan kalangan masyarakat lainnya 

tentang sanksi tindakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika menurut UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika. 

1.5  Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode 

penelitian hukum normatif yang dikembangkan dengan metode penelitian 

hukum empiris secara bersamaan. Metode ini merupakan metode 

gabungan yang bertujuan tidak hanya mendapatkan penyelesaian secara 

normatif, tetapi juga memberikan penyelesaian yang nyata dengan saran-

saran sebagai hasilnya.  
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 Penjelasan mengenai metode penelitian hukum yuridis normatif 

adalah metode yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk 

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 

normatifnya. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian 

hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena 

penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan 

yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. 

  Sumber data yang digunakan mencakup sumber data primer yaitu 

peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Yurisprudensi. Untuk 

menjelaskan sumber data primer tersebut digunakan juga sumber sumber 

data sekunder berupa buku-buku, skripsi, berita dari surat kabar dan 

internet dan juga SEJA dan SEMA.  

 Penelitian ini akan didukung dengan data-data yang didapatkan 

dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dimaksud adalah salah 

satunya wawancara dengan narasumber. Hasil wawancara dengan Hakim-

Hakim di Pengadilan Negeri Bandung, Bidang Rehabilitasi dan Layanan 

Klinik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat, dan 

Yayasan Rehabilitasi Sekar Mawar 

1.6  Sistematika Penelitian 

Adapun penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai Pendahuluan yang akan membahas tentang latar 

belakang permasalahan, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian khususnya bagi pihak-pihak terkait, tinjauan 

pustaka sementara yang memuat hasil studi pustaka yang relevan untuk 

penulis, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta 

sistematika penulisan yang menggambarkan penyusunan skripsi oleh 

penulis secara umum. 
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BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG REHABILITASI 

NARKOTIKA  

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori serta peraturan perundang-

undangan terkait permasalahan rehabilitasi narkotika, mengenai 

bagaimana bentuk-bentuk rehabilitasi narkotika, tujuan dilakukannya 

rehabilitasi dan bagaimana prosedur rehabilitasi narkotika terhadap 

penyalahguna narkotika. kemudian mengenai jenis-jenis narkotika, 

dampak penggunaan narkotika serta permasalahan penyalahgunaan 

narkotika tersebut. 

 

BAB III FAKTOR PENYEBAB TIDAK DITERAPKANNYA RE- 

HABILITASI NARKOTIKA 

Bab ini menguraikan mengenai bagaimana prosedur rehabilitasi dan apa 

yang menjadi penyebab tidak diterapkannya pasal 54 dalam kasus-kasus 

penyalahguna narkotika.  

BAB IV HASIL ANALISIS DARI PENELITIAN MENGENAI 

KETENTUAN REHABILITASI DALAM PASAL 54 UNDANG-

UNDANG TENTANG NARKOTIKA YANG TIDAK DITERAPKAN 

TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA 

Bab ini menguraikan materi mengenai hasil penelitian yang dikaitkan 

dengan teori di bab-bab sebelumnya. bagaimana kriteria seseorang harus 

dijatuhi pasal 54 Undang-Undang Narkotika, dikaitkan dengan banyaknya 

putusan yang hanya dijatuhi pidana penjara saja beserta pengaturan 

hukumnya. Kemudian mengenai kapan waktu diterapkannya rehabilitasi 

terhadap penyalahguna narkotika dan kriteria rehabilitasi narkotika. 

BAB V KESIMPULAN & SARAN 

Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan ini. Bab ini berisi 

tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang memuat inti dari 

pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan oleh penulis dan saran 

dari penulis tentang hasil penelitian ini 
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